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Indonesia Eebagai salah Fatu negara kepulauan

yang terdiri dari beribu-riblr pulau, dari juolah luas

negare Indonesia menurut Prof, Dr. Mochter Kusumaad-

majar S,H.LLM. ! "Penetapen perairan Indonesie berdasar-

kan Perpu No. 4 Tahun 1960, Luas Indonesia yanq tadinya

2.o27.oa7 Km2 (daratan) bertambah menjadi 5.193.25o kmz

(dartstan dan laut) ateu perubahan mil perairen nasional

I 3.166.163 Kmz", Tideklah oudah untuk menqatur dan

,nenegakkan hukurn dan kedeulatan neqara Indonesia sebsgai

negara kepulBuan. Perwujudan kepulauen Indonesia sebtsgai

suatu kesatuan wi.layah negara secara fiEik memerlukan

upaya dan tindakan untuk memelihara dan nelindunqi ek-

sistensi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai ne-

gara kepuleuan, Hal tersebut bagi penegekan kedaulatan

dan hukum di perairan Indonesia terdapat satu hukurn

rasional yang berlaku dan mengabdi kepada kepent:ngan

nasionel.

Salah ststu bentuk penagakan hukum dan kedeuletan

di laut sebaqai suatu hal yang diakui eksisten5inya oleh

regara-negara lain adalah hak pengejaran seketika, yanel

artinya hak untuk melakukan pengejaran terhadap kapal-
(epel yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran

sebagai.mana diatur clalan Hukuln Laut Nasional (Indonesi.a)

pada batas daeFah kewenangen yang sudah ditentuktsn dtsn

tentunya delam melaksanakan pef|gejaran tersebut harus



me,nenuhj. syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu r

a. Pengejaran haruslah t€'lah difiulai pada waktu kepal

aEinq yang bersangkutan masih bereda dj. perairennya

eteu di zona tambahan !

' b. Pengejaran hanya boleh dimulai setelah tanda-tanda

untuk meminta kapal tersebut berhenti tidak diacuh-

kan i

c. Pengejaran tersebLrt dildkukan terus menerus dan pe-

nqejaran dihentokan apabila kapal tersebut memasuki

|^rilayah teritorialnya atau negara ketigai

d. Pengejaran henya boleh dilakukan oleh kapal perang,

kepal terbang militer 6tau kapal terbanq pemerintah

lainnya yang dikuasakan untuk itu,

Hak penqejaran seketika dikaitkan dengan penegak-

an hukum dan kedaulatan merupakan suatu hek negara pan-

tai terhadep yurisdiksi teritorialnya untuk menegakkan

hukum dan kedauleten Indonesia sudah oe|'punyaj. ketentuan

yang mengatur hak pengejaran seketika, yaitu :

1. Pasal !7 TZ|,|KO (Ordonansi Laltt Teritorial dan Lino-

kungan l'laritim) No, 223 Stb. 1939,

2. Pasal 23 IJU Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan

Konvensi Jenewa Tahun 1957 tentang Laut Lepas.

5, Pasal 111 lJlJ Nomor' 17 Tahun 1985 tentanq Pengesehan

Konvensi Hukum Laut 1982 -



Dalam ketentuan hukum di atas menunjukkan behwa penegak-

an hukum den kedaulatan di leut diperluken actanya kewe-

nangan untuk menegakkan hukum dan kedaulatan di laut
yang bersumber pada kedaul.atan itu Bendiri dan yurisdik-
si yang dimiliki oleh negara sesuai denqan ketentuan

hukum, baik hukum laut nasional rneupun hukum laut inter-
nasiona1.

Adapun tujuen dari berlekunya hak pengejaran se-

ketike di Indonesia edalah untuk melindunqi adanya suatu

kepentingan ekonomi atas sumber kekayaan alam yang ter-
dapat di zona ekonotni eksklusiJ etau Derairen Indonesie

di bawah yurisdiksi lndonesia, selein kepentingan ekono-

mi hak pengejaran seketika ditujukan untuk pertahanBn

lan keamanen negara Indonesia terhadap suatu gangquan

ytsng b€rrasal dari laut melalui sarend kapal ,

Sebaqai kekuatdn Harnkemneg (pertehenen dan Ke-

amanen Negara) di laut yang berwenang melakukan Fenge-

iartsn seketika adalah dari unsur komponen TNI AL (Tenta-

-a Nasional Indonesia Angkatan Leut), hal ini dikaitkan
,lengan kel^|enanqan TNI AL dalam melaksanakan tugas yuris-
Jiksinyts di laut, hal tersebut dietur pada ketentuan pa-
,sal 20 ayat 2lJ[J Nomor 20 Tehun 1982 tentang pokok-pokok

Pertahanan dar| Keernanar| Negara Republik Indonesia, yans

menguraikan :



TentBre Nesional Indonesia Angkatan Laut bertugas 3

a. Selaku peneqak kedaulatah negara di laut, meDper-
tahankan keutuhan selLrruh perairan dalaD vuris-
dikEi nasional serta melindungi kepentingan na-
sionel di dan atau lewat leut bersama-berEama de-
ngan segenep konponen kekuatan pertahanan negara
I aifinya i

b. Mengembangkan potensi nasional menjac,i kekuatan
pertahanan keamanan neqara di bidang maritin;

c. Menjamin keamanan segala u5aha dan kegiatan dalB,n
ranqka hel gebagaimana dimeksud huruf e dan huruf
b eyat (2) pasal ini-

Selain unsur kewenengan di laut dari Tentara Na-

sional Indonesia Angk6tan Laut, terdapat unsur la.in darr

instansi yang mempunyei fungsi sebegai pengaoanen e,ila-

yah di laut, instansi-instansi tersebut terqabung dalam

suetu badan yang dj.kenal dengen Bsdan KoordinaBi Keaman-

an Laut (Bakorkarnla) yang terdiri dari unsur-unsur !

l. Tentara Nasional Indorie6ia Anokatan Laut.

2, Departemen Perhubungan,/K. P, L. P.

3, POLRI,/AI RUD,

Departemen Keuangan/Direktorat Jendral Bee dan CukBi.

Departemen Kehakiman,/Direktorat Imigrasi.
Keiak5aan.

Iujuan dibentuk Bakorkamla adalah untuk ,neningkatkan da-

/a guna dan hasil guna dalam menegakkan keadanan di laut

CalaD rangka oenanggulangi dan memberantas pelanggaran

hukum di neqara I ndonesia.

Landasan hskum baqi hak Fengejaran seketike yang

berlaku sekarang ini adalah pesal 111 LllJ NoDor 19 Tahun



1945, yang ntana Indonesia telBh meratifikesi United

Nations Conventions The Law of The Sea (UNCLOS) tahun

1982r meniadi hukum positip nelalui UU Nomor 17 Tahurl

1985. Landasan yuridis dari ratifikasi tersebut di atur
dalam pasal 11 UIJD 1945. Dari ketentuan hukun positip
yang melalui rtstitikasi tersebut menunjukkan hubunoan

hukuo antara hukum internasional dan hukum nesionel ter-
sebut di atas. Secara keseluruhah merupakan due bagian

claripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu huku|n yang

mengatur kehidupan rnanusia, sehingga seperti negara

Indonesia yang menqanut paham lnonisme denqan primat hu-

kum nasional dan hukum intprnasionel, yang utama adalah

hukurD nasional.

Pasal 111 Uu Nonor 17 Tahun 1985 tentang Hek

Pengeiaran Seketika yang berlaku sekarang ini mengurai-

kan secara rinci perihal pengejaran seketikar mulai darr,

alasan dilakenakan pengejaran sBketika, sampai tentdnq

ganti kerugien atas pengehentian kapal yenq ditdhan

dalaD keadaen yang tidak membenarkan dilaksanakannva

pen9eJ aran ,

Dalam perlaksahaan dilancerkannya pengejErren seke-

tika ini tidak selamanya berjalan kadanhkalanya menenur

kendala atau hambetan, Kendela tersebut bisa disebabkan

karena dari kendala keadaan kondisi alarh/situasi cuaca

,ttau kendala yang disebabkan karena kondisi teknoloqr,



bisa Del iputi keadaan

dan Bebageinya. Naflun

sendiri/ditanggulangi.

navigasj. kapal, kecepatan kapa l

hal tersebut sudah dapat diatasi


